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Pengadilan Negeri Magelang dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg menyatakan
Mohammad Azhar Fauzan, Purnomo Yogi Antoro, dan Enrille Championy Geniosa terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah, “turut serta melakukan tindak pidana, yang di muka
umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan
kekerasan”. Putusan ini lalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Putusan
Nomor 636/PID.SUS/2026/PT SMG. Terhadap Putusan dan berbagai dinamika yang terjadi
dalam proses persidangan, penulis memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Pertama,
apa yang dilakukan oleh Mohammad Azhar Fauzan, Purnomo Yogi Antoro, dan Enrille
Championy Geniosa, dalam membuat poster, menyusun rencana aksi, menghimbau, dan
mengkonsolidasikan gerakan adalah tindakan yang dilakukan oleh semua aktivis dimanapun
yang mengambil sikap kritis terhadap kebijakan penguasa yang tidak berpihak. Artinya,
penghukuman terhadap ketiga aktivis melalui PN Magelang dan PT Jawa Tengah memberikan
alarm bahwa siapapun aktivis di negeri ini, dapat dijerat menggunakan cara dan model yang
sama. Dalam jangka panjang, kondisi ini tentu saja berdampak buruk terhadap peradaban
demokrasi dan HAM Republik Indonesia. Artinya, ini harus dipandang sebagai hal yang justeru
merugikan masa depan republik. Kedua, Perjuangan Judicial Review masih panjang karena
buktinya masih ada banyak pasal yang digunakan dengan sangat luas dan ditafsirkan dengan
kehendak penguasa yang bertentangan dengan jaminan hak-hak konstitusional di dalam UUD
N RI Tahun 1945 (dalam hal ini adalah Pasal-Pasal dalam KUHP baru).

Catatan berikutnya adalah terkait dengan substansi atau pokok-pokok putusan. Ketiga, Polisi,
Jaksa, Ahli, termasuk juga hakim dalam pertimbangannya melakukan kesalahan keliru, fatal,
sekaligus konyol dalam memaknai “All Cops Are Bastards”, ACAB, dan 1312. Slogan ini diartikan
dalam bahasa Indonesia dengan “semua polisi adalah bajingan”, dengan maksud sebagai
sebuah ujaran kebencian terhadap seluruh polisi dan institusi Polri. Padahal, slogan tersebut
adalah slogan global yang memiliki sejarah panjang di Britania Raya Inggris sejak tahun 1920
yang intinya sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap penindasan, kekerasan, dan
ketidakadilan penguasa. Istilan ini biasa digunakan secara global sebagai bentuk protes
terhadap penguasa, yang di Indonesia saat itu mendapatkan relevansinya pasca kekerasan
yang dilakukan oleh Kepolisian, utamanya dalam kasus Affan Kurniawan.

Keempat, hakim membaca fakta secara terputus, yaitu langsung pada apa yang dimaksud oleh
hakim sebagai tindak pidana, yang itu terjadi pada ujung atau akhir dari rangkaian peristiwa.
Implikasinya, kesimpulan hakim lompat pada aspek penghukuman semata. Peristiwa 29
Agustus harusnya dibaca dalam konteks yang lebih makro dan utuh, yaitu sebagai akibat dari:
situasi dimana masyarakat mengalami kesulitan ekonomi sebagai akibat dari kenaikan harga,



rencana pencabutan subsidi Gas LPG, pemutusan kerja; situasi itu lalu diperburuk dengan
respon anggota DPR-RI yang justeru menunjukkan sikap yang kurang empati melalui pamer
dan “joged-joged” yang dinilai masyarakat sebagai bentuk penghinaan; puncaknya adalah
terlindasnya Affan Kurniawan oleh kendaraan taktis Baracuda Brimob hingga meninggal dunia.
Situasi inilah yang membangun solidaritas nasional untuk menyatakan kritik terhadap
pemerintah melalui demontrasi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan
menyambungkan rentetan peristiwa panjang tersebut, sejatinya dapat menunjukkan situasi
bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bagian dari protes yang memiliki
hubungan sebab dengan semua peristiwa yang terjadi sebelumnya, itu adalah bentuk
implementasi dari hak kebebasan berekspresi. Namun, hakim dengan senghaja dan kesadaran
memilih untuk tidak menggunakan pilihan tersebut.

Kelima, Bersambung dengan dalil di atas, ada logika yang terputus ketika hakim langsung pada
kesimpulan bahwa tindakan anarkis dan/atau kemarahan massa disebabkan oleh flyer dan
unggahan yang disebarkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab. Agak
sulit menghubungkan tindakan pendemo sebagai akibat dari Flyer yang disebarkan oleh
seseorang, dan jika logika ini yang digunakan dampaknya akan sangat berbahaya. Problemnya,
hakim gagal menunjukkan dimana letak pertemuan, hubungan, dengan jelas antara
kemarahan massa dengan flyer yang disebarkan. Sekali lagi, padahal ada konteks dimana
hampir semua orang saat itu, “protes, marah” kepada penguasa karena rentetan peristiwa-
peristiwa yang terjadi sebelumnya. Artinya, bayangkan apabila flyer-flyer dan ajakan
konsolidasi itu dilakukan dalam momen dan kondisi biasa-biasa saja, misalnya saat ini, pasti
respon masyarakat tidak akan sama seperti saat 29 Agustus lalu.

Keenam, hakim juga tidak menggunakan dugaan atau data yang dimiliki oleh Tim Pencari Fakta
yang menemukan berdasarkan pola caos yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, ada
kesamaan pola yang identik. Diawali dengan aksi damai, lalu ada provokasi oleh sekelompok
orang tertentu, lalu massa terpancing secara emosional, hingga terjadi perusakan. Hakim tidak
memaknai atau mempertimbangkan situasi ini, padahal ada potensi relevan dengan keadaan,
yang jika benar, artinya Terdakwa justeru adalah korban.

Ketujuh, jika membaca keseluruhan substansi dan pertimbangan putusan, baik Putusan
Nomor 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg maupun Putusan Nomor 636/PID.SUS/2026/PT SMG, hakim
sama sekali tidak menggunakan pertimbangan hak asasi manusia di dalamnya. Padahal ada
situasi, isu, dan fakta yang relevan dengan norma hukum hak asasi manusia di dalamnya.
Hakim sebagaimana biasa dibaca dalam banyak putusan, hanya menggunakan pertimbangan
unsur: subjek: barang siapa/setiap orang dan tindak pidananya, lalu menunjukkan
keterpenuhan unsur-unsur tersebut dengan fakta yang sudah dikunci oleh polisi dan jaksa,
hingga sampai pada kesimpulan unsur terpenuhi. Hakim gagal sampai pada argumentasi
bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa sebagai tindak pidana tersebut, sangat berkait
kelindan dengan hak asasi manusia, sehingga pertimbangan HAM harusnya relevan
didalamnya untuk diuji oleh hakim. Batu uji itu yang dalam kesaksian ahli dari Pusham UlI
disebut dengan asas proporsionalitas. Sebagai analogi, dalam kasus administrasi misalnya:
penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pasar tradisional karena ingin
membangun taman kota, harus dibaca tidak hanya dari perspektif apakah prosedur



penggusuran dan dasar hukum penggusuran sudah sesuai, tetapi juga menggunakan
pendekatan hak asasi manusia. Bahwa, ada hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang
layak, dan hak atas pendidikan yang terkandung di dalamnya. Tugas hakim, adalah menguiji
proporsionalitas hak yang terkandung di dalam SK. Penggusuran, misalnya: menimbang mana
yang lebih penting antara Pembangunan Taman Kota (hak atas fasilitas publik) Vs. Hak atas
pekerjaan dan hak atas penghidupan yang layak para penjual yang terdampak. Begitupun
dalam kasus a gou, hakim sejatinya menemukan persinggungan antara tindak pidana
menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan Vs. hak atas kebebasan
berekspresi dan menyatakan pendapat, hak untuk menyampaikan kritik, serta hak untuk
berpartisipasi dalam pemerintahan. Tugas hakim adalah menguji proporsionalitas berbagai
gesekan antar hak yang ada didalamnya. Sayangnya, tidak ada satupun pertimbangan
substansial hakim dalam putusan yang merujuk pada conflict of rights atau pertentangan hak
dalam kasus yang ditanganinya. Hakim misalnya, langsung sampai pada kesimpulan bahwa
“Perbuatan terdakwa Mengganggu ketertiban dan keamanan umum” tanpa menunjukkan
secara rasional dan logis, bagaimana proporsionalitas pembatasaan dapat dibenarkan bahwa
tindakan terdakwa sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dibatasi
karena telah mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Hakim jumping to the conclution
tanpa didasari dengan argumentasi memadai. Jika mengacu pada argumentasi yang diajukan
oleh Pusham Ull, postulat dasarnya adalah pembatasan HAM yang dilakukan oleh negara
(polisi, jaksa, dan hakim) terhadap masyarakat. Untuk mengatakan bahwa pembatasan yang
dilakukan oleh hakim adalah sah, maka hakim dituntut untuk menunjukkan empat hal:
menunjukkan bahwa pembatasan dilakukan untuk tujuan yang sah, menunjukkan suitability-
nya dengan argumentasi bahwa membatasi kebebasan berekspresi terkait dengan adanya
keamanan nasional yang terganggu, menunjukkan necessity-nya bahwa pembatasan
dibutuhkan untuk melindungi masyarakat, menunjukkan dilakukan dengan cara yang pantas.
Harusnya, hakim dan jaksa menunjukkan pertama-tema terpenuhinya empat komponen di
atas untuk menyatakan bahwa pembatasan proporsional dan dapat dibenarkan. Selain itu,
dalam konteks melakukan hasutan, menyebarkan ujaran kebencian, terdapat Rabat Plan of
Action yang telah diadopsi dalam pertimbangan MK yang harusnya diinterpretasikan lebih
lanjut oleh hakim. Ada 6 indikator yang harus diuji: konteks yaitu apakah terdakwa memiliki
otoritas atau pengaruh langsung; speaker apakah memiliki pengaruh atau hubungan dengan
audience atau masyarakat; niat yaitu apakah maksudnya memang untuk menyebarkan
kebencian, menghasut kekerasan, memprovokasi kekacauan yang dilakukan dengan sadar
atau memang bagian dari kritik; konten vyaitu seberapa provokatif, langsung, atau
menghasutnya isi dari ucapan; jangkauan yaitu seberapa luas jangkauan dan sifat publik dari
ucapan; dan likelihood of harm/ kemungkinan bahaya yaitu menunjukkan ada pribabilitas
yang rasional bahwa ucapan tersebut berbaha dan memicu tindakan nyata. Keenamnya,
harusnya diuji oleh hakim dan diargumentasikan dalam pertimbangan putusan, sehingga
publik dapat menilai bagaimana proporsionalitas pertimbangan hingga sampai pada
kesimpulan “mengganggu ketertiban dan keamanan umum”.
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